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Abstract

This research aims to find out how the implementation of preventing and eradicating drug trafficking in
Pekanbaru City by the National Narcotics Agency of Pekanbaru City and to find out the obstacles to implementing
preventing and eradicating drug trafficking in Pekanbaru City by the National Narcotics Agency of Pekanbaru
City. By using a descriptive research approach with qualitative methods. Data collection techniques used in
research are interviews, observation and documentation. The data analysis process in this research was carried out
through four stages, namely Data Collection, Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Drawing. From
the results of research conducted regarding the Implementation of Prevention and Eradication of Drug Trafficking
in Pekanbaru City by the Pekanbaru City National Narcotics Agency, it is known that if the Implementation of
Prevention and Eradication of Drug Trafficking has not been implemented well, this is because resources are still
limited in the Implementation of Prevention and Eradication, and there are shortages. facilities and infrastructure
to support prevention and eradication activities so that it becomes an obstacle to implementation in the field, as
well as operational standards and responsibilities that are not yet maximized due to efforts to carry out the duties
and functions of an employee’s job which is concurrently for several tasks or jobs.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pencegahan dan
Pemberantasan Peredaran Narkoba Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
dan untuk mengetahui hambatan Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba
Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Dengan menggunakan
pendekatan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dalam penelitian
ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data Dan
Penarikan Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, terkait Implementasi Pencegahan dan
Pemberantasan Peredaran Narkoba Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
diketahui bahwa jika Implemntasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba belum
terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan sumber daya masih terbatas dalam Implementasi
Pencegahan dan Pemberantasan, dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang
kegitan pencegahan dan pemberantasan sehingga menjadi hambatan pelaksanaan di lapangan, serta
belum maksimalnya Standar Operasional dan tanggung jawab dikarenakan upaya dalam melaksakan
tugas dan fungsi suatu pekerjaan pegawai yang merangkap untuk beberapa tugas atau pekerjaan.

Kata Kunci : Implementasi, Pencegahan, Narkoba, Badan Narkotika Nasional.

Nyai Fitriyani dan Raden Imam Al Hafis
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 /2024 1003


http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP

Pendahuluan

Kerentanan Indonesia terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
dipengaruhi oleh kondisi geografis, geopolitik, sosial ekonomi, arus informasi dan globalisasi,
perubahan sosial modernisasi dan perubahan gaya hidup. Secara Geografis sebagai Negara
kepulauan terbesar didunia Indonesia mempunyai garis pantai sekitar 85.000 Km, perbatasan
lau yang terbuka inilah yang membuat Indonesia rawan penyelundupan narkoba. Secara
geografis , letak Negara kita ini juga dekat dengan daerah penanaman dan produksi opium
yaitu wilayah segitiga emas dan bulan sabit emas. Usaha keras untuk memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Negara tetangga terutama Thailand,
Malaysia dan Singapura akhirnya mengakibatkan Indonesia menjadi wilayah pemasaran
alihan dari sindikat narkoba internasional.

Secara Geostrategis Kepulauan Indonesia adalah jembatan lalulintas angkutan manusia
dan barang antara Asia dan Australia. Indonesia juga berada dijalur lalulintas Samudera
Hindia dan Pasifik yang ramai dilewati armada perdagangan internasional. Hal ini juga yang
membuat Indonesia rawan penyelundupan narkoba oleh sindikat narkoba internasional.
Secara Demografis Karena penduduknya terbesar keempat didunia jadilah Indonesia pasar
potensial buat pemasaran gelap narkoba. Secara Sosial, Ekonomi dan Poliik Bangsa Indonesia
belum sepenuhnya pulih dari krisis multi dimensi (diantaranya social, ekonomi, dan politik).
Disamping itu bisnis narkoba memberikan keuntungan yang menjanjikan . Situasi seperti ini
membuat posisi Indonesia rawan penyalahgunaan narkoba. Modernisasi dan Penyebaran
Gaya Hidup Modern Gaya hidup konsumtif, hedonis, kemajuan komunikasi, informasi dan
globalisasi mendorong orang untuk meniru gaya hidup modern , diantaranya menikmati
hidup singkat ini sepuas puasnya dengan mengkonsumsi narkoba. Disamping itu adanya
trend bahwa remaja tidak gaul kalau tidak menggunakan narkoba.

Fenomena sosial budaya global Yang bercirikan konsumsi berlebihan , hedonism,
emulsi (perlombaan). Simbol status , penghancuran sosiokultural, budaya selalu terkalahkan
menyebabkan penyalahgunaan narkoba menjadi tempat pelarian. Fenomena sosial kultural
lainnya Seperti diantaranya gejala myopia social, yang berpandangan dekat, tidak lagi
memikirkan masa depan, inginnya segala sesuati terwujud secara instan atau gejala hilangnya
kesadaran hukum. Situasi yang penuh ketegangan Terutama di daerah perkotaan, tekanan
pekerjaan tingginya biaya hidup dan berbagai tekanan lain kadang membuat orang menjadi
tegang dan larinya ke narkoba.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-
Undang tersebut, maka dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang selanjutnya
disingkat (BKNN). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan
Narkotika Nasional, kedudukan BKNN selanjutnya diganti nama menjadi Badan Narkotika
Nasional disingkat (BNN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007
dibentuklah Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK)
yang masing-masing (BNP dan BNK) sebelumnya tidak mempunyai hubungan struktural
secara vertikal dengan BNN.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan
kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional,
BNN berubah fungsi menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan
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dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta mempunyai
perwakilan didaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal (BNN Provinsi,
BNN Kabupaten/Kota) yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah.

Pelantikan kepala BNN Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkanSurat Keputusan Kepala
BNN Nomor : KEP/170/IX/2011/BNN tanggal 30 September 2011 Tentang Pengangkatan
Kepala BNN Kota Pekanbaru AKBP 37 SUKITO, SH. BNN Kota Pekanbaru oleh Kepala BNN
Republik Indonesia di Jakarta pada Tanggal 06 Oktober 2011, menjadi awal sejarah
terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebagai instansi vertikal Badan
Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Kota
Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BNN Kota Pekanbaru
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dibidang
pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pemberantasan dalam rangka
pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,
Psikotropika, Prekusor dan Bahan Adiktif Lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol serta
memonitor dan mengendalikan pelaksanaan P4GN diwilayah kota Pekanbaru. Pemerintah
membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) di tingkat pusat, provinsi, hingga kota dan
kabupaten. Tujuannya agar penanggulangan narkoba di Indonesia lebih maksimal dan
optimal.

Menurut Edwards III Implementasi kebijakan merupakan tahapan pengambilan
kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan konsekuensi kebijakan tersebut bagi orang-
orang yang terkena dampaknya (dalam H. Tachjan, 2006 : 25).

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi

Menurut Siagian (Melawat, 2022) adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua
orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan tertentu.
Selanjutnya, menurut Nawawi (2009;27) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
sebagai peroses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan
bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Gulick (2011;4) Administrasi adalah suatu sistem pengetahuan dimana
olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan meramalkan akibat-akibat dan
mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara tertentu bekerja
sama untuk tunuan bersama. Beddy Irawan (2017:25) mengatakan di Indonesia administrasi
merupakan kegiatan dengan bantuan berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan
yang telah ditetapkan sebelum sering didefinisikan dalam artian sempit. Oleh karena itu
dijelaskan juga administrasi dalam arti “sempit” maupun “luas” sebagai berikut :

Administrasi dalam arti sempit adalah administrasi khususnya di Indonesia sering
dimaknai dengan kegiatan “tulis menulis” “catat mencatat” “mengetik” “surat menyurat”, yaitu
suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis dimulai
dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang
telah dituju, sedangkan Administrasi dalam arti luas Sebagai proses kerjasama saat
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penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan definisi beberapa para ahli yang telah dijabarkan diatas, Administrasi
adalah seleluruh proses kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara rasional
dan komitmen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebu
membuat kita memahami Administrasi lebih dalam dan bahwasannya Administrasi bukan
hanyaa tindakan tulis-menulis, surat-menyurat, catat-mencatat dan sebagainya.

Konsep Organisasi

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama.
Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani “organon” yang berarti alat. Organisasi pada
dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul,
bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali;
dalam memanfaatkan sumber daya; sarana dan prasarana, data, dan lain sebagainya yang
digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Manusia sangat dibutuhkan dalam organisasi, karena manusia merupakan salah satu
sumber daya organisasi yang sangat penting. Tanpa adanya manusia dalam sebuah organisasi
maka organisasi tersebut tidak akan dapat bergerak dan tidak akan dapat mencapai tujuan
dari organisasi tersebut.

Menurut Winardi (2009:15) organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka
macam elemen atau subsistem, diantara mana subsistem manusia mungkin merupakan
subsistem terpenting, dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling
berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang
bersangkutan. Dari beberapa pendapat ahli diatas organisasi didefinisikan sebagai suatu
perkumpulan atau himpunan interaksi setiap manusia yang saling bekerja sama untuk
mencapai tujuan bersama terkait dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Stephen P. Robbins (dalam irawan 2017:38) organisasi diartikan sebagai
kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat
diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan
bersama atau sekelompok tujuan. Menurut Siagian (2016:6) mendefinisikan bahwa organisasi
sebagai setiap bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja sama secara format
terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana
terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok
orang yang disebut bawahan:

Menurut dari beberap pendapat para ahli diatas, Organisasi dapat diartikan sebagai
suatu kelompok kesatuan sosial antar dua orang atau lebih yang bekerja sama mempunyai
struktur organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan
sebelumnya.

Konsep Manajemen

Menurut Johan (2009;16) Manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal,
baik bagi pimpinan maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin
kepada masyarkat. Kemudian menurut Terry (2012;36) Manajemen adalah usaha-usaha
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untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan
orang lain.

Robbins dan Coulter (dalam Taufiqurokhman dan Satispi, 2018:7) menyebutkan
manajemen adalah proses pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan kerja
agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain. Menurut Waldo (dalam Zulkifli
dan Moris Adidi Yogia, 2014:2) manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk
mencapai hubungan kerjasama yang rasionil dalam suatu sistem administrasi. Menurut Fayol
(dalam Taufiqurokhman dan Satispi, 2018:13-14) manajemen adalah sebuah kegiatan umum
dari semua usaha manusia dalam bisnis, pemerintahan, dan rumah tangga.

Henry Fayol (dalam Taufiqurokhman dan Satispi, 2018:8) menyebutkan lima fungsi
manajemen yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasikan. Namun saat ini,
kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi tiga, yaitu:

1. Perencanaan (planning) adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber
yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara
keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer evaluasi berbagai
rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah
rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenubhi tujuan perusahaan.
Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena
tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tidak dapat berjalan.

2. Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar
menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian memudahkan manajer
dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat
dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus
mengerjakannya, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung
jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

3. Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua
anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan
manajerial dan usaha.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen ialah usaha untuk
mengatur dalam pelaksanaan kegiatan agar berjalan efektif dan efisien, untuk memudahkan
terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut beberapa para ahli di atas dapat
disimpulkan bahwa Manjemen merupakan proses penyelenggaraan berbagai kegiatan
melalui proses merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi untuk mencapai tujuan
yang telah ditentukan.

Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards III Implementasi kebijakan merupakan tahapan pengambilan
kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan konsekuensi kebijakan tersebut bagi orang-
orang yang terkena dampaknya (dalam H. Tachjan, 2006 : 25). Adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Implementasi meneurut Menurut Edwards III
yaitu :

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan
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sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group),
sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
Terdapa tiga yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut

a. Transmisi, menyalur komunikasi yang baik akan dapat menghasilkansuatu
Implementasi yang baik.

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-
bereuacrats) haruslah jelas tidak membingungkan.

c. Konsisten, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan haruslah
konsisten dan jelas.

2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,
tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber
daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi adalah staf

b. Informasi

c. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah
dapat dilaksanakan.

d. Fasilitas, fisilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi
kebijakan

3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti
komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang
baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti
apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau
perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi
kebijakan juga menjadi tidak efektif.

a. Pengangkat birokrat, para pelaksana akan memibulkan hambatan-hambatan yang
nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat
tinggi.

b. Insentif, slaah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah
kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.

4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari
struktur organisasi adalah :

a. Standard Operating Procedure (SOP) lemaksanakan kegiatan-kegiatan pada
tiaphari sesuai standar ya ng telah ditetapkan.

b. Fragmentasi, upaya penyebaran tanggungjawaban kegiatan-kegiatan atau
aktivitas pegawai dianatar beberapa unit kerja.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (dalam Wawang, 2010: 28) Implementasi adalah
memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan merupakan faku perhatian implementasi. Menurut Van Meter dan Van Horn
(dalam Wahab, 2008: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
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Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan
Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2003:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah
perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Implementasi melibatkan usaha dari policy
makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk
memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang
sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor,
misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar
memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan
pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan
berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Menurut beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan
merupakan proses penyelenggaraan berbagai kegiatan melalui proses merencanakan,
mengorganisasikan, dan mengawasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Konsep Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah organisasi pemerintah non Kementerian
Indonesia yang bertanggung jawab untuk pencegahan, penindasan dan penjualan obat-
obatan, bahan kimia perintis dan bahan tambahan lainnya. kecuali tembakau dan alkohol.

Konsep Narkoba

Menurut Jackobus (2005), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan
dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat
berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang
sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak lepas dari
pengaruhnya.

Narkotika adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya,
Istilah lainnya adalah Napza. Istilah ini banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan
rehabilitasi. Psikotropika zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang
berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan
perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih sering digunakan oleh dokter
untuk mengobati gangguan jiwa. Sedangkan bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain
bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan
ketergantungan.

Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis
maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Narkotika di satu sisi
merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan
dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan
ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.
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Mengkonsumsi narkotika seakan-akan masalah, beban hidup hilang seketika, bahkan
membuat jadi semangat namun ketergantungan. Narkoba itu sendiri juga membuat
penggunanya berhalusinasi dan berbagai ilusi dan bisa menambah percaya diri bagi
penggunanya. Narkoba bisa menyebabkan ketergantungan bagi siapapun penggunanya.
Narkoba itu sendiri memang bisa berasal dari tanaman dan juga non tanaman. Bagi
pemakainya biasanya akan menimbulkan gejala-gejala negatif setelah menggunakan narkoba

Konsep Pencegahan

Pencegahan adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalammencegah terjadinya
sesuatu yang tidak diinginkan. Prevensi secara etimologi berasal dari bahasa latin, praevenire,
yang artinya datang sebelum atau antisipasi, atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.
Dalam pengertian yang sangat luas, prevensi diartikan sebagai upaya secara sengaja
dilakukan untuk mencegah terjadinya ganggguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang
atau masyarakat. (Notosoedirdjo dan Latipun, 2005 : 145).

Konsep pencegahan adalah suatu bentuk upaya sosial untuk promosi, melindungi,
dan mempertahankan kesehatan pada suatu populasi tertentu (National Public Health
Partnership, 2006). Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempumyai arti mengusahakan
agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti
tindakan penolakan (Pius Abdillah dan Danu Prasetya, 2006:139).

Jadi disimpulkan pencegahan adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum
kejadian. Dalam mengambil langkah-langkah pencegahan, haruslah didasarkan pada data
atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis dari epidemiologi, agar tidak terjadinya
sesuatu yang tidak diinginkan.

Metode

Pendekatan Penelitian ini adalah Pendekatan Penelitian deskriptif kualitatif. Jenis
penelitian ini berupaya menganalisis dan menggambarkan objek atau subjek yang di teliti
sesuai dengan faktanya, serta menjelaskan tentang variable yang diteliti, dalam hal ini adalah
“Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru Oleh
Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru”.

Alasan penulis menggunakan tipe kualitatif karena dapat menghasilkan data dengan
akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi,
gambaran secara tersusun, fakta dan akurat sehingga mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai
metode baru, karena popularitasnya belum lama.

Hasil dan Pembahasan
Komunikasi (Comunication)

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran
kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan

mengurangi distorsi implementasi.

Terdapa tiga yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut
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a. Transmisi, menyalur komunikasi yang baik akan dapat menghasilkansuatu

Implementasi yang baik.

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-
bereuacrats) haruslah jelas tidak membingungkan.Konsisten, perintah yang

diberikan dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten dan jelas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan oleh bapak Sabar
Mauliate Tua,S.I.LKom (Penyuluhan Narkoba Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Kota
Pekanbaru) terkait dengan Komuikasi yaitu sebgai berikut :

“Komunikasi yang dilakukan terkait pencegahan dan pemberantsan narkoba
melakukan edukasi sosialisasi pada masyarakat dan yang berkaitan untuk melaksanakan apa
yang diperintahkan oleh undang-undang yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hal
pencegahan dan pemberantasana norkoba. Melaporakan jika ada yang menggunakan atau

penggedar narkoba.” (Wawancara Selasa 25 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai Komunikasi menunjukan bahwa
komunikasi di nilai cukup apabila sesuai dengan peraturan hak dan kewajiban dan
melakukan koordinasi dengan setiap yang berwenang terkait dengan pencegahan dan

pemberantasan narkoba.

Dari sisi komunikasi yang konsistensi terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan key informan oleh bapak Sabar Mauliate
Tua,S.I.LKom (Penyuluhan Narkoba Ahli Muda Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru)
terkait dengan Komuikasi Konsistensi yaitu sebgai berikut :

“Komunikasi yang Konsistesi dilakukan secara berkala untuk menghimbau setiap saat
bukan hanya pada moment tertentu saja. Dengan cara dan bahasa berbeda dalam
penyampaiannya, dilihat dari kewenangan dia apa dibagian apa.” (Wawancara Selasa 25 Juni
2024).

Berdasarkan wawancara diatas mengenai Komunikasi Konsistensi dapat diketahui
bawaha komunikasi terus dilakukan penghubauan tidak hanya pada moment tertentu saja,
dan untuk penyampaian dengan cara yang berbeda dengan dilihat wewenangya, dan jika
berkomunikasi dengan masyarakat dengan bahasa penghibaun penyampaia agar dapat
permudah dimengertinya. Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru melakukan
Komunikasi Sosialisasi PAGN pada pertemuan Forum RT/RW di lingkungkan Kelurahan agar

tercapainya Pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba.

Sumber Daya (Resources)

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,
tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka
implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya
manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
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Terkait dengan penelitian Implemenasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran
Narkoba di Kota Pekanbaru Oleh badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dapat dilihat
pada hasil wawancara berikut ini :

“Sumber Daya Utama yang berkaitan dengan pencegahan dan Pemberantasan
Peredaran Narkoba masih kurang maksimal karena masih adanya pegawai fungsi
pemebernatasan yang mernagkap pekerjaan lainnya”. (Wawancara Selasa 25 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bawah Badan Narkotika Nasional Kota
Pekanbaru pada bidangnya masih kurangnya sehingga menyebabkan kurang teralisasinya
ditandai denganpegawai memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tidak sesuai. Dari sisi
Sumber Daya fasilitas pendukung sarana dan prasarana dalam Implementasi pencegah dan
pemberantasan peredaran narkoba di kota pekanabaru berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan yaitu sebagai berikut :

“Dari faslitas sarana dan prasarana yang dimiliki hanya 2 unit motor dan 2 unit mobil
oprasional dan seharusnya minimal disetiap 4 bidang yang ada di Badana Narkotika Nasional
Kota Pekanbaru setidaknya memiliki kendaraan transportasi untuk oprasional 4 unit mobil
dan 4 unit motor agar mempermudah dalam melaksankan tugasnya.” (Wawancara Selasa 25
Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bawah sarana dan prasarana dalam
Implementasi pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba kurang terlaksana dengan
maksimal sehingga menjadi hambtan bagi para pelaksana dilapangan.

Dari hasil analisis tehadap Sumber Daya dalam Implementasi pencegahan dan
Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota
Pekanbaru bahwa belum maksimalnya secara sempurna dikarenakan dalam pelaksanaannya
memiliki kendala yang salah satunya kekurangan sumber daya manusia dan fasilitas sarana
dan prasarana untuk melakukan Implemntasi tersebut. Suatu pelaksanaan yang bertujuan
dalam mengelola manusia (karyawan) agar memiliki kinerja usaha yang maksimal termasuk
pada kebbijkan pengembangan serta proses unuk mendukung strategi. Perlunya mengelola
pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas demi terwujudnya tujuan pencegahan dan
pemberantasan peredaran narkoba di kota Pekanbaru.

Tabel V.3: Daftar Susunan Pegawai Badan Narkotika Nasional Pekanbaru
BerdasarkanTingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan
Sub Bagian Umum Jumlah
SMA D3 S1 S2
ASN - 2 4 - 6
POLRI - - 2 - 2
PPNPN 4 1 5 - 10
Total 18
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Tingkat Pendidikan
Rehabilitasi Jumlah
SMA D3 S1 S2

ASN - - 1 2 3
POLRI - - - - 0
PPNPN 1 1 3 - 5

Total 8

P2M Tingkat Pendidikan

(Pencegahan dan

Pemberd Jumlah
emberdayaan SMA D3 S1 S2
Masyrakat)

ASN - 2 - 2
POLRI 1 - - - 1
PPNPN - - 3 - 3

Total 6
Tingkat Pendidikan
Pemberantassn Jumlah
SMA D3 S1 S2

ASN - - - - 0
POLRI 3 - 3 1 7
PPNPN - - - - 0

Total 7

Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2024

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwasannya di Bidang Sub Bagian Umum
berjumlah 18 orang. Di golongan ASN sebnyak 6 orang dengan tingkat pendidikan D3 2 orang,
S1 4 orang. POLRI sebanyak 2 orang dengan tingkat pendidikan S1 2 orang. Dan PPNPN
sebanyak 10 dengan tingkat pendidikan SMA 4 orang, D3 1 orang, S1 5 orang.

Di bidang Rehabilitas dengan golongan ASN sebanyak 3 orang dengan tingkat
pendidikan S1 1 Orang,S2 2 orang. PPNPN sebanyak 5 orag dengan tingkat pendidikan SM1
1 orang, D3 1 orang dan S1 3 orang. Dengan keseluruhan total personil 8 orang. Di bidang
P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Mayarakat) dengan golongan ASN 2 orang, dengan
tingkat pendidikan S1 2 orang. POLRI 1 orang dengan tingkat pendidikan SMA 1 orang. Dan
PPNPN 3 orang dengan tingkat pendidikan S1 3 orang.

Di bidang Pemberantasan di Golongan ASN tidak ada, POLRI sebanayak 7 orang
dengan tingkat pendidikan SMA 3 orang, S1 1 orang, dan S2 1 orang. Dan PPNP tidak ada.
Dengan total personil Badan Narkotika Nasional Kota (BBNK) Pekanbaru sebnyak 39 pesonil,
sedangkan maksimal untuk melaksanakan SOP agar semakin terealisasi diperlukan sekitar 78
orang.

Fasilitas dalam mendukung sarana dan prasarana dalam Implemntasi Pencegahan dan
Pemberantasan Peredaran Narkoba perlu sarana transportasi yang cukup agar lebih
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mempermuduah suatu pekerjaan. Badan Narkotika Nsional Kota Pekanbaru hanya
mempunyai transportasi berupa sepeda motor 2 dan Kendaraan Roda empat aau mobil 2
dengan jumlah transportasi sebnyak 4. Sedangkan maksimal yang dibutuhkan dalam
pelaksaan di setiap Bidang membutuhkan 4 alat transportasi dengan jumlah keseluruhan total
16 alat transportasi.

Disposisi (Disposition)

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti
komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik,
maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang
berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak
efektif.

Terkait dengan penlitian Implemntasi Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran
Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dapat dilihat
pada hasil wawancara berikut ini :

“Jika pegawai dalam Implementasi yang berkaitan memiliki disposisi yang baik maka
Implementasi dapat berjalan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijkan dan
pembagian kerja dalam pencegahan dan pemeberantasan peredaran narkoba disesuaikan
dengan anggaran yang ada sehingga dipelukan Implemetasi yang baik. Jika anggaran untuk
menunjang Implementasi digunakan untuk yang lebih dibutukan sekali, dan kalau dipikir
anggaran itu tidak ada yang cukup kalau kita tidak bisa menggunakan yang lebih utama
terlebih dahulu, karena harus sesuai dengan anggaran yang ada saja. (Wawancara Selasa 25 Juni
2024).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahawa diposisi yang baik dapat berjalan dengan
seperti yang di inginkan oleh membuat kebijakan merupakan pencapaian Badan Narkotika
Nasional Kota Pekanbaru. Dengan anggran yang disesuaikan untuk keutuhan diiperlukan
Implementasi yang baik dalam pembagian kerja dalam pecegahan dn pemebrantasan .

Dari hasil analisis tehadap Disposisi dalam Implemntasi Pencegahan Dan
Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota
Pekanbaru bahawa pembagian kerjaan dalam pencegahan dan pemberantasan kota
pekanbaru disesuaikan dengan anggaran yang ada sehingga diperlukan Implemntasi yang
baik. Jika Disposisi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru berjalan dengan baik maka
akan mempelancar jalannya Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran
Narkoba di Kota Pekanbaru.

Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Yang mempengaruhi tingkat keberhasilan Implementasi kebijakan publik adalah
struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksankan suatu kebijakan tersedia
atau para pelaksana kebijkan mengetahuii apa yang seharunya dilakukan untuk melaksankan
suatu kebijkan, kemungkinan kebijakan tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat
kelemahan dalam sruktur birokrasi tersebut. Ketika struktur birokrasi tersebut tidak kondusif
pada kebijakan yang tersedia maka akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan
menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi yang diputuskan secara politik dengan jalan
koordinasi dengan baik.
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Terkait dengan penelitian Implementasi Pencegahan Dan Pemberantasan peredaran
Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dapat dilihat
pada hasil wawancara berikut ini :

“Standar Oprasional dan tanggung jawab diterapkan secara umum sesuai tugas dan
fungsi, tetapi masih belum maksimal dikarenakan upaya dalam melaksakan tugas dan fungsi
suatu pekerjaan pegawai memiliki tanggung jawab pekerjaan yang tidak sesuai dengan
jabatan mereka yang merangkap untuk beberapa tugas atau pekerjaan.” (Wawancara Selasa 25
Juni 2024).

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa standar oprasional hanya disesuaikan
dengan tugas dan fungsi Badan Nakrotika Nasional yang ada. Selain itu upaya penyebaran
tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas Implementasi Pencegahan Dan
Pemberantasan peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota
Pekanbaru dilakukan Badan Narkotika Nasional dan kewenangan terkait bidangnya.masing-
masing.

Dari hasil analisis terhadap Struktur Birokrasi dalam Implementasi Pencegahan Dan
Pemberantasan peredaran Narkoba Di Kota Pekanbaru Oleh Badan Narkotika Nasional Kota
Pekanbaru bahwa strandar operasi hanya di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Narkotika Nasional yang ada dan disesuaikan dengan masing-masing bidang yang ada. Selain
itu dari sisi upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau akifitas-aktifitas masih
rendah. Jika struktur Organisasi pada Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru berjalan
dengan lancar maka akan meningkatkan penceghan dan pemberantasan peredaran narkoba
di kota pekanbaru.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Implementasi Pencegahan
dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kota Pekanabru Oleh Badan Narkotika Nasional
Kota Pekanbaru diketahui bahwa jika Implemntasi Pencegahan dan Pemberantasan
Peredaran Narkoba belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan sumber daya masih
terbatas dalam Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan, dan kurangnya fasilitas sarana
dan prasarana untuk menunjang kegitan pencegahan dan pemberantasan sehingga menjadi
hambatan pelaksanaan di lapangan, serta belum maksimalnya Standar Operasional dan
tanggung jawab dikarenakan upaya dalam melaksakan tugas dan fungsi suatu pekerjaan
pegawai yang merangkap untuk beberapa tugas atau pekerjaan, dan belum maksimalnya
pembagian kerja dalam Pencegahan dan Pemebrantasan Narkoba di Kota Pekanbaru
disesuaikan dengan anggaran yang ada.
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